BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat di Tarik kesimpulan dari beberapa

permasalahan yang telah di kemukakan ialah sebagai berikut:

1. Merujuk kepada putusan terkait, bahwasannya Terdakwa harus
mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam penyalahgunaan
senjata api, pada dasarnya senjata api itu tidak boleh sembarangan
orang mempergunakannya, hanya orang yang memiliki izin yang bisa
mempergunakannya, dengan merujuk kepada Pasal 15 ayat (2) huruf e
UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia,
Polri sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan
pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. karena dapat
menimbulkan keresahan kepada masyarakat, dengan dasar Undang-
undang darurat No. 12 tahun 1951, barang siapa menyimpan,
menerima, mempergunakan bukan haknya dapat di pidana paling lama
20 tahun penjara, Terdakwa di berikan Hukuman selama 1 tahun
penjara atas perbuatan yang ia perbuat.

2. Dengan merujuk permasalah yang ada, Terdakwa di berikan Hukuman
1 tahun penjara, tetapi analisa yang saya buat, Hakim seharusnya

memberikan Hukuman di bawah 1 tahun, di karena kan, Terdakwa itu
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hanya dititipkan senjata api oleh majikannya, sehausnya yang

menanggung Hukuman yang berat itu seharusnya yang memberi
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kewenangan terhadap Terdakwa di karena kan memfasilitasi
bawahanya dengan senjata api, karna tuntutan pekerjaan dengan
terpaksa Terdakwa menerima senjata tersebut, karena ini bisa
berdampak bagi keluarganya, yang mengandalkan pengahsilan dari
Terdakwa, atas dasar itu, Hakim harus memperhatikan dari segala

aspek agar tidak ada kekeliruan dalam memutuskan hukuman.
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